BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektif memiliki makna kesuksesan dalam mencapai sasaran yang telah di
terapkan. Efektivitas berhubungan dengan dampak dari suatu pencapaian. Ketrampilan
dalam mengeksekusi tugas, peran(kegiatan operasional) sebauh entitas atau lembaga tanpa
adanya tekanan atau ketegangan di antara keduanya disebut efektivitas. Oleh karena itu,
jika undang-undang efektif memiliki arti yang telah diuraikan di atas, maka indikator
adalah pencapaian sasaran yang sebelumnya telah diterapkan, yaitu suatu ukuran dengan

tercapainya suatu sasaran sesuai dengan apa yang direncanakan.?:

Soerjono Soekanto mengatakan, dalam menilai efektivitas penerapan suatu aturan,
faktor hukum menjadi salah satu faktor yang bisa dijadikan pedoman. Faktor selanjutnya
adalah penegak hukum pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan
menerapkan undang-undang. Faktor masyarakat tempat hukum diterapkan dan
dilaksanakan, serta faktor fasilitas atau tempat yang mendukung kegiatan penegakan
hukum. Faktor kebudayaan merupakan karya kreatif serta perasaan yang didasarkan pada

niat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.??

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan faktor-faktor tertentu,

diantaranya.:

1. Faktor Internal

21 Orlando Galih. 2022. Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama dan Sains
Vol.6 No.1. Hal 50

22 Spoerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta:
Universitas Indonesia, 1976. Hal 40

20



a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
Keadilan, kepastian, dan efisiensi adalah tiga tujuan hukum. Kepastian hukum
dan keadilan terkadang bisa berbenturan dalam proses penegakan hukum di
dunia nyata. Keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum bersifat
konkrit dan nyata. Akibatnya, saat hakim memutus perkara semata-mata
dengan menerapkan hukum, kadang keadilan tidak ditegakkan. Keadilan
menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan suatu persoalan hukum.
Masih banyak hukum yang ada di masyarakat yang memiliki kekuatan untuk
mengatur kehidupan masyarakat karena hukum tidak hanya dipahami dari
sudut pandang hukum tertulis. Mengenai unsur hukum dalam kasus ini, Pasal
363 KUHP menyatakan bahwa dalam merumuskan tindak pidana hanya
disebutkan pidana maksimumnya, yaitu tujuh tahun penjara. Hal ini
memungkinkan hakim, ketika menentukan beratnya kejahatan yang dilakukan,
untuk menjatuhkan hukuman dalam batas hukuman maksimal.??
b. Faktor Penegak Hukum

Kelompok atau individu yang membuat ataupun menjalankan hukum disebut
penegah hukum. Faktor ini meliputi penegak hukum atau pihak yang membuat
ataupun melaksanakan hukum. Kelompok masyarakat yang bertugas
menegakkan hukum dan mampu menyediakan kepastian, keadilan, serta
manfaat hukum dengan seimbang, merupakan entitas penegak hukum ini.
Setiap petugas dan alat memiliki wewenang untuk melakukan tugas yang
diberikan, yang dapat mencakup menerima laporan, melakukan penyelidikan,
mengajukan tuntutan, mengumpulkan bukti, menjatuhkan hukuman dan

sanksi, dan bekerja untuk membebaskan pihak yang bersalah. Ada beberapa

23 Soerjono Soekanto, op.cit., hal 51
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tantangan yang harus diatasi oleh para penegak hukum tersebut di atas dalam
rangka penegakan hukum, halangan-halangan tersebut antara lain: Tidak
mampuan untuk memahami perspektif orang lain, kurangnya ambisi,
kurangnya motivasi untuk merencanakan masa depan sehingga sulit membuat
perkiraan, kesulitan menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama yang
bersifat materi, dan kekurangan kemampuan untuk berinovasi, pada dasarnya
mencerminkan sikap konservatif.?* Soerjono Soekanto meyakini otoritas
hukum yang bertugas menjalankan penegakan hukum dapat diatasi melalui
pelatihan dan pembiasaan sikap-sikap seperti keterbukaan, kesiapan diri untuk
berubah, kepekaan terhadap permasalahan, kelengkapan informasi, orientasi
waktu sekarang dan waktu yang akan datang, kesadaran akan kemampuan
yang bisa dikembangkan dengan berpegang teguh terhadap rencana, keyakinan
terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran dan penghormatan
terhadap hak dan kewajiban.?®
c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum

Sarana pendukung bisa dibuat hanya berfungsi sebagai alat. Fokusnya
terutama pada aset fisik yang berfungsi sebagai elemen pendukung. Sumber
daya pendukung dapat ditemukan dalam bentuk tenaga kerja yang
berpengetahuan serta terampil, manajemen efisien, sumber daya yang
mendukung peralatan serta uang, dan banyak lagi. Soekanto mengatakan,
berjalannya fungsi lembaga penegak hukum tidak mungkin terwujud tanpa
fasilitas dan dukungan sarana yang cukup memadai, kata Soerjono. Tenaga

kerja yang terlatih dan ahli, efektifnya perencanaan, alat yang tepat, fasilitas

24 Spoerjono Soekanto, op.cit., hal 67
% Ibid, hal 69
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yang memadai dan faktor-faktor lain termasuk sara atau fasilitas yang cukup.
Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya bila tidak dilakukan. Ketika
petugas penegak hukum kurang berpendidikan, memiliki tata kelola organisasi
yang buruk, dan memiliki sumber daya yang terbatas, Kkita dapat
membayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berfungsi.?
2. Faktor External

a. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum berlaku ataupun ditrapkan
penegakan.
Landasan hukum adalah keinginan masyarakat akan perdamaian serta
keadilan. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai
hukum. Jikak penafsiran yang terlalu luas atau bahkan terlalu sempit terhadap
makna peraturan perundang-undangan dapat muncul jika aparat penegak
hukum sadar dirinya dinilai sebagai undang-undang oleh masyarakat. Selain
itu, mungkin saja orang memiliki kebiasaan kurang belajar, yang
mengakibatkan undang-undang terkadang tertinggal dari kemajuan
masyarakat. Sampai batas tertentu, persepsi orang harus berubah. Penyesuaian
bisa dilakukan dengan pendidikan atau konseling hukum yang berkelanjutan,
dan hasil yang terus dinilai untuk menginformasikan perkembangan di masa
depan. Tindakan-tindakan tersebut nantinya akan memungkinkan hukum
kembali pada tempat serta peranan sebenarnya.

b. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta serta rasa sesuai karsa manusia di
dalam pergaulan hidup.
Soerdjono Soekamto menganggap faktor ini sebagai nilai-nilai ketertiban,

ketenteraman, kebendaan, rohaniah, kelanggengan, dan nilai kebaruan. Di

26 Spoerjono Soekanto, op.cit., hal 77
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Indonesia diharapkan adanya interaksi saling mempengaruhi antara hukum
positif dan hukum adat sebagai akibat dari nilai-nilai yang sejalan dengan
budaya lokal. Hal ini akan memungkinkan ketentuan-ketentuan dalam hukum
tertulis menggambarkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat dan

memungkinkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara efektif.?’
2.2 Teori Implementasi

Menurut Merilee S. Grindle (1980) Implementasi dikenal dengan Implementation
as A Political and Administrative Procces. Grindle memberikan 2 variabel yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik berjalan dengan baik yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses
pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin
diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi
kebijakannya.

b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua
faktor, yaitu: Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan
kelompok -Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran
dan perubahan yang terjadi.

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat

ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

27 A.A.A. Peter, Koesriani Siswosebroto. Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis
Terhadap Hukum, Adam Podgorecci, dan Christoper J Whelan. Jakarta: Sinar harapan, 1988. Hal 87
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Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) berkaitan
dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi
kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam
pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana
kepentingan-kepentingan ~ tersebut membawa  pengaruh  terhadap
implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

. Type of benefits (tipe manfaat) Pada point ini content of policy (isi kebijakan)
berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan
harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang
dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap
kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy (isi
kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana
perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala
yang jelas.

. Site of decision making (letak pengambilan keputusan) Pengambilan
keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam
pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana
letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan
diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Program implementer (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu
kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan
yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar
atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan

implementornya dengan rinci.
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Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) Apakah sebuah
program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan
harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar

pelaksanaannya berjalan dengan baik.?®
2.3 Tinjauan Umum Desa
2.3.1 Pengertian Desa

"Desa"” muncul dari kata Sanskerta "deca,” mempunyai arti tanah air, tanah asal,
ataupun tempat kelahiran. Sesuai KBBI, desa merupakan unit wilayah yang didiami
beberapa keluarga dan dipimpim kepala desa. Desa ialah tatanan kehidupan kebersamaan
dalam format zaman dahulu di antara satu sama lain, hampir semuanya mengenal satu
sama lain dan sebagian besar pencaharian dari pertanian, perikanan, dan aktivitas

lainnya.?®

Desa juga merupakan istilah yang menunjukkan suatu masyarakat hukum asli
sesuai hak asal usul khusus. Keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, serta
pemberdayaan masyarakat ialah prinsip inti pemerintahan di tingkat desa. Desa juga
menjadi lembaga adat atau asli primubi yang mempunyai hak atas rumah tangganya

senidiri berdasarkan hukum adat.*°

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 dan 67 bahwa desa

memiliki hak, kewajiban, serta kewenangan antara lain:

28 Fajarwati Arnia, Rahmadila Ulda. 2022. Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada Pt. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi). Jurnal Dialog Vol.7 No.1.
Hal 125-127

2% Armansyah, Yani Ahmad, Sihombing Agustinus, Mugtafin, Nonanda Tesar, Leindarita Betty. 2022. Analisis
Kinerja Aparatur Desa Pada Kualitaspelayanan Masyarakatdi Desa Busung Kabupaten Bintan. Jurnal Inovasi
Penelitian Vol.3 No.7. Hal 7239

30 |rawati Erni. 2021. Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Jurnal
Inovasi Penelitian Vol.2 No.2. Hal 635
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1. Wewenang Desa:

hak asal usul.

Wewenang lokal dengan cakupan pada tingkat Desa.

Wewenang yang didelegasikan Pemerintah, Pemda prov, ataupun Pemkab
Kab/Kota.

Wewenang lain yang diberikan Pemda Prov. ataupun Pemda Kab./Kota sesuali

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban Pemerintah Desa :

a.

e

Mengamankan serta memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan
masyarakat desa untuk menjaga kesatuan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan republik Indonesia

Menaikkan kualitas hidup masyarakat desa

Mengembangkan kehidupan demokrasi

Mengembangkan pemberdayaan desa

Membagikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

3. Hak Pemerintah Desa :

a.

b.

C.

Menata serta mengurus kepentingan masyarakat menurut hak asal-usul, adat-
istiadat, serta nilai sosial budaya masyarakat desa
Memberlakukan dan mengelola kelembagaan desa

Memberlakukan sumber pendapatan.

Merancang pembangunan desa, otoritas desa menjalankan hak serta wewenang

yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kabupaten dan kota berdasarkan norma

hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai kondisi sosial budaya setempat, desa berhak

31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 19 dan 67
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memerintah dan memimpin masyarakatnya. Kedudukan mereka dalam kaitannya dengan

pelaksanaan otonomi daerah sangatlah penting.
2.3.2 Pemerintah Desa

ketentuan UU Desa No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3, pemerintah desa memiliki
tanggung jawab terhadap urusan umum dan kepentingan penduduk lokal dalam kerangka
pemerintahan Negara Indonesia. Pemdes diurus kepala desa, yang didukung perangkat
desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Dalam hal kewenangan dan
fungsi, perangkat desa memiliki tanggung jawab yang bersifat subordinatif terhadap

kepala desa.®> Dengan merujuk pada definisi di atas.

Untuk meningkatkan kemakmuran, perdamaian dan keadilan, pemerintah
pedesaan memberikan pelayanan sosial yang baik, yang berperan penting dalam
menciptakan kehidupan demokratis. Pemerintah desa harus mempertimbangkan hubungan
kemitraan kerja dengan pemerintah ketika mereka melaksanakan tugas-tugas
pembangunan dan pemberian layanan publik. Kewajiban dan hak penyelenggaraan
aparatur desa, termasuk kekayaan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak desa disebut
keuangan desa. Desa mendapat pendanaan dari APBN, serta APBD. Selanjutnya, kegiatan
pemerintahan desa masih dikelola desa dibiayai dari penghasilan asli desa. APBN, bantuan
negara pusat dan pemerintah daerah. Karena pemerintah desa mempunyai kewenangan
untuk memberdayakan masyarakatnya, maka pemerintah desa harus memberikan

warganya kemampuan untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan mengutamakan hak-

32 Banjarnahor Noak, Rumainur, Gultom Pardomuan. 2023. Tinjauan Yuridis Implikasi Pemberhentian
Perangkat Desa oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Tata Kelola Desa (Studi Kasus Putusan PTUN Palembang
Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol.4 No.3. Hal 2
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hak masyarakat. Pemerintah desa juga melaksanakan tanggung jawab pemerintah untuk

melaksanakan kebijakan yang berdampak pada desa dan dirinya.®
2.3.3 Dana Desa

Ketentuan UU Desa No 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa dapat berasal dari
berbagai sumber, termasuk seluruh pendapatan desa, pajak daerah, pajak dari kab. ataupun
kota, sebagian dana perimbangan keuangan pusat serta daerah didapat dari kab. ataupun
kota, bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dukungan keuangan
dari APBD provinsi serta APBD kabupaten ataupun kota.>* Desa akan memperoleh
manfaat dari sumber pendapatan ini, dipakai untuk membiayai pelaksanaan, pembinaan,

penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan.®

Setiap tahunnya dana desa dimasukkan dalam anggaran APBN, selanjutnya
diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan. Pola distribusi anggaran yang
ada dari pemerintah ke desa juga diintegrasikan melalui kebijakan ini. Dana desa
mempunyai banyak kegunaan , antara lain dapat digunakan sebagai alokasi Dana yang ada
dalam APBN dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program aksi cepat secara
cepat, dilengkapi dengan rencana atau strategi lain untuk meminimalisir permasalahan
sosial dan ekonomi, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. pembuatan sistem baru,

karena aparat desa sudah mengetahui sistem yang ada dan bisa
2.4 Tinjauan Umum Kemiskinan

2.4.1 Kemiskinan

33 Salsabila Aulia Zulfa. 2021. Analisis Anggaran Partisipatif Sebagai Bentuk Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa Banyuwangi Tahun 2020. Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Diakses Pada
Tanggal 15 Oktober 2023. Hal 21-22. http://repository.umpri.ac.id/id/eprint/553/3/FILE%203.pdf

34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal 12

35 Ibid, pasal 72 huruf b
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Ketika individu tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya
berupa makanan, pakaian, tempat tinggal rendahnya pendapatan dan pendidikan, serta
mengalami pengucilan sosial karena tidak dapat bersosialisasi dengan kondisi sosial
masyarakat, maka hal tersebut disebut dengan kemiskinan. Secara singkat kemiskinan
dapat diartikan sebagai rendahnya taraf hidup seseorang ketika ia mengalami keterbatasan

materi dibandingkan dengan taraf hidup anggota masyarakat lainnya.

Menurut Suparlan dalam Annur memberikan penjelasan bahwa kemiskinan
merupakan standar dari rendahnya taraf hidup yaitu suatu kondisi kekurangan secara
materi dari seseorang atau sekelompok orang yang disandingkan dengan nilai indikator
hidup secara umum pada lingkungan komunitas tersebut. Demikian pula menurut Neil
Mulder dalam Musahadi bahwa kemiskinan merupakan kondisi tingkat kehidupan yang

dibawah garis kemiskinan sesuai taraf minimal untuk hidup yang normal dan cukup.®

Kemiskinan menurut Etimologis bersal dari istilah “miskin” memiliki arti serba
kekurangan dan tidak berharta. Ketika orang atau massa tertentu dianggap tidak tidapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara normal, maka muncullah konsep kemiskinan.
Jika dilihat dari beberapa aspek, kemiskinan ini bisa diartikan sebagai kondisi kekurangan
uang atau barang yang menjamin keberlangsungan hidup diri dan keluarganya bahkan
kemiskinan sudah dikategorikan sebagai social problem yang rumit, karena kemiskinan
mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai faktor
penyebab tindakan kriminal, pengangguran, dan menurunkan tingkat kesehatan

masyarakat.

36 Jauna. 2021. Dampak Program keluarga harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten
Batang Hari Provinsi Jambi. Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Diakses pada
Tanggal 20 Juni 2023. Hal 16. https://digilib.uin-

suka.
ga%?2
OPKH

ac.id/id/eprint/36770/#:~:text=Penelitian%20ini%20dilatar%20belakangi%200leh%20Program%20Keluar
OHarapan,keluarga%20harapan%20terhadap%20kesejahteraan%20keluarga%20penerima%20bantuan%?2
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Perkembangan ekonomi daerah menjadi cerminan keberhasilan pembangunan di
daerah. Jika negara dapat meningkatkan laju pembangunan di daerahnya, berarti negara
tersebut berhasil mencapai pembangunan ekonomi. Namun tantangan hal yang terpenting
dalam pembangunan ekonomi ialah perkembangan ekonomi berlangsung di suatu wilayah
dapat merata di seluruh kelompok masyarakat. Perkembangan ekonomi belangsung pesat

diharapkan dapat menaikkan pendapatan rata-rata setiap orang.

Kemiskinan adalah tantangan yang dihadapi negara, tak terkecuali Indonesia
sebagai negara berkembang. Karena sifat dari kemiskinan multidimensi, yang artinya
mempunyai banyak elemen pokok, termasuk buruknya aset, struktur sosial dan politik,
pengetahuan serta keterampilan, dan elemen-elemen lainnya seperti kemiskinan,
ketidakmampuan jaringan sosial, dan keterbatasan sumber daya keuangan. Informasi
lainnya. Kurangnya makanan, air, tempat tinggal yang sehat, pelayanan kesehatan buruk,
serta kurangnya tingkat pendidikan merupakan tanda-tanda kemiskinan. Selain itu, unsur-
unsur kemiskinan terhubung satu sama lain, baik langsung atupun tidak langsung.
Keberhasilan atau kegagalan suatu aspek dapat mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan bidang lainnya.

2.4.2 Indikator Kemiskinan

Penilaian mengenai tingkat kemiskinan yang umumnya digunakan didasarkan pada
perhitungan penghasilan dan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan di suatu wilayah.
Memperluas pengukurannya, mempertimbangkan besarnya permasalahan kemiskinan,
pendekatan ini mengukur berapa banyak orang dalam suatu kelompok masyarakat yang

menerima layanan atau peluang kesehatan dan pendidikan.
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Mengikuti Kepmen Sosial Rl No 146/HUK/2013, ada 14 standard kemiskinan

yang dijadikan pedoman BPS untuk menentukan syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh

keluarga miskin agar menerima program bantuan pemerintah :

=

10.

11%

12.

13.

Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.

Jenis dinding tempat tinggal menggunakan bambu, rumbia, kayu berkualitas
rendah, ataupun tembok tanpa diplester.

Tidak mempunyai fasilitas buang air besar, ataupun bersama-sama dengan rumah
tangga lain.

Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tanpa perlindungan, sungai, atau
air hujan.

Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak
tanah.

Hanya mengkonsumsi daging, susu, ataupun ayam 1x dalam seminggu.

Hanya membeli satu set pakaian baru dalam setahun.

Hanya mampu makan satu atau dua kali dalam sehari.

Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas ataupun poliklinik.
Sumber penghasilan kepala rumah tangga meliputi petani dengan lahan 500 m2,
buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, ataupun pekerjaan lainnya
dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.

Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD,

atau hanya lulus SD.
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14. Tidak mempunyai tabungan ataupun barang yang dapat dijual dengan nilai min.

Rp. 500.000,- misalnya sepeda motor (kredit/non-kredit), emas, ternak, kapal

motor, ataupun barang modal lainnya.*’

2.4.3 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Hidup dalam keadaan miskin tidak hanya merupakan kehidupan dengan

pendapatan rendah dan tidak mempunyai uang, namun juga banyak faktor lainnya, seperti

perbuatan yang tidak bersifat adil oleh hukum, mudah terhadap ancaman kejahatan,

rendahnya tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta tidak mampuan menentukan

nasib sendiri.

Chambers telah mengemukakan penjelasan tentang jenis-jenis masalah dalam

kemiskinan berserta faktor terjadinya fenomena yang dikenal dengan istilah memiskinkan.

Gagasan kemiskinan memperlebar definisi kemiskinan dalam ilmu sosial, yang Kini

mencakup lebih dari sekadar ketidakmampuan untuk membayar kebutuhan pokok. tetapi

juga keadaan tidak berdaya yang disebabkan oleh standar kesehatan dan pendidikan yang

buruk, perwakilan hukum yang buruk, kerentanan kriminal, dan kemungkinan menerima

perlakuan politik yang tidak menguntungkan khususnya ketidak mampuan mereka untuk

meningkatkan standar kesejahteraan mereka sendiri.®

Kemiskinan mempunyai empat bentuk. Menurut Suryawati yang dianggap sebagai

dampak dari keadaan miskin suatu bentuk masalah dengan beberapa dimensi:

1. Kemiskinan Absolut

37 Fadli Sofiansyah, Ashari Maulana, Saikin. 2022. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin

Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto. Journal of Information System Research (JOSH) Vol.4 No.1. Hal 300

38 Renwarin, Bernardus. 2019. Kemiskinan Menurut Perspektif Livelihood. Jurnal Agama dan Kebudayaan
Vol.15 No.2. Hal 25
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Kemiskinan ditandai dengan adanya individu atau sekelompok individu yang
mempunyai pendapatan rendah, mengakibatkan tidak mampu mencukupi
kebutuhan penting misal makanan, pakaian, layanan kesehatan, tempat tinggal,
serta pendidikan, sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan untuk meningkatkan
standar hidup seseorang. Penentuan tingkat kemiskinan dapat didasarkan pada
rata-rata pengeluaran atau konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi standar
kesejahteraan. Konsep kemiskinan absolut umumnya digunakan untuk menetapkan
kriteria untuk mengidentifikasi individu atau kelompok sebagai miskin.
Kemiskinan Relatif

Merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan
pendapatan atau tingkat kesejahteraan yang terjadi akibat kebijakan pembangunan

yang tidak merata pada seluruh lapisan masyarakat..

. Kemiskinan Struktual

Akar penyebab kemiskinan terletak pada terbatasnya ketersediaan sumber daya,
yang seringkali berasal dari sistem masyarakat, budaya, atau politik yang
menghambat upaya keluar dari pemiskinan. Dalam bidang ilmu-ilmu sosial, fokus
utama diberikan pada manifestasi struktural kemiskinan, khususnya di negara-
negara yang menawarkan bantuan keuangan atau pinjaman, misal Bank Dunia serta
Bank Pembangunan Asia. Mayoritas dari ketiga bentuk kemiskinan di atas
disebabkan oleh tantangan struktural yang mendasarinya.

Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural mengacu pada keadaan kemiskinan yang timbul dari faktor

tradisional atau budaya tertentu di suatu wilayah, yang bertindak sebagai
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penghalang yang mencegah individu atau kelompok tertentu untuk keluar dari

siklus kemiskinan.2®

Setelah memahami bentuk kemiskinan, maka kemiskinan dapat dikelompokkan

berdasarkan ciri-cirinya. Macam-macam bentuk kemiskinan sesuai sifatnya:

1. Kemiskinan Alamiah
Kemiskinan alamiah dikaitkan dengan kurangnya sumber daya alam dan
infrastruktur publik, serta kondisi lahan tandus. Kemiskinan ini terkait dengan
kurangnya SDA, minim ataupun tidak adanya infrastruktur publik seperti jalan,
listrik, dan air bersih, serta rendahnya tingkat kesuburan lahan.

2. Kemiskinan Buatan
Kemiskinan yang timbul akibat dari modernisasi ataupun pembangunan di mana
masyarakat mempunyai keterbatasan dalam menguasai sumber daya, fasilitas, serta
objek ekonomi disebut sebagai kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi dari
konsep pembangunan Developmentalism, pendekatan lintas disiplin yang
menetapkan pembangunan sebagai strategi utama menuju kemakmuran ekonomi.
Biasanya bertujuan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
sehingga mengakibatkan distribusi manfaat pembangunan tidak merata, dimana
masyarakat yang bekerja di industri memperoleh keuntungan lebih besar

dibandingkan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian.*°

39 Chriswardani Suryawati. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal Manajemen
Pelayanan Kesehatan Vol.8 No.3. Hal 123-128

40 Dhara Carissa Vania. 2021. Peran Aparat Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka
Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung).
Skripsi Sarjana. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2023. Hal 17.
https://www.academia.edu/94769700/PERAN_APARAT_PEMERINTAH_DESA_DALAM_PEMANFAATAN_DANA_
DESA_DALAM_RANGKA_PENGENTASAN_KEMISKINAN_Studi_Kasus_pada_Desa_Nglarangan_Kecamatan_Tret
ep_Kabupaten_Temanggung
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Masalah kemiskinan dan penyebabnya terus menjadi perdebatan baik di kalangan
akademisi maupun dalam kebijakan pembangunan. Topik perbincangannya berkisar pada
bagaimana mendefinisikan individu atau kelompok kolektif yang tergolong miskin.
Biasanya, kemiskinan ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat diukur misalnya
pendapatan per kapita serta pengeluaran. Karakteristik kemiskinan yang bertahan lama ini

terus digunakan dalam mengidentifikasi kondisi kemiskinan:

1. Tidak mempunyai sumber daya produksi sendiri misal tanah, modal, peralatan
kerja, serts keterampilan.

2. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

3. Mayoritas bekerja atau berusaha secara mandiri, terutama dalam sektor informal,
dan sebagian besar menghadapi kondisi setengah menganggur ataupun
menganggur (tidak bekerja).

4. Sebagian besar berlokasi di pedesaan ataupun daerah tertentu di perkotaan (area
kumuh).

5. Keterbatasan Terbatasnya akses terhadap sumber daya penting seperti sandang,
perumahan, layanan kesehatan, air bersih, pendidikan, transportasi, komunikasi,
dan layanan sosial lainnya berkontribusi terhadap kondisi kemiskinan. Namun,
penting untuk dicatat bahwa karakteristik ini tidak bersifat tetap dan tidak boleh
diterapkan secara universal sebagai kebenaran mutlak, terutama ketika
mempertimbangkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap atau

mempengaruhi kemiskinan

2.5 Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan

2.5.1 Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
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Program pengentasan kemiskinan ialah inisiatif yang dilaksanakan pemerintah,
pemda, sektor bisnis, dan komunitas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Program ini melibatkan bantuan
sosial, pemberdayaan masyarakat, dukungan untuk usaha mikro kecil, serangkaian
program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menggalakkan aktivitas
ekonomi di kalangan masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu.** Guna
meningkatkan koordinasi dalam penanganan kemiskinan, pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden Nor 15 Tahun 2010 yang mengenai Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009
yang berkaitan dengan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Sesuai dengan ketentuan
dalam Perpres tersebut, diinisiasi pembentukan TNP2K yang melibatkan unsur
pemerintah, masyarakat, sektor bisnis, serta pemangku lainnya di tingkat pusat. Sementara

itu, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akan TKPK Prov. serta Kab./Kota.*?

Dari Keppres Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan serta dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia,
TNP2K dibentuk sebagai forum koordinasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan
di tingkat pusat dengan tujuan mempercepat upaya mengatasi kemiskinan. Tugas TNP2K
mencakup penyusunan kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan,
memastikan sinergi dengan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dengan
instansi pemerintah lainnya, serta mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan program
dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Aktivitas TNP2K didanai APBN, APBD serta

sumber pendanaan alternatif lainnya, sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan

41 peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 1 angka 2

42 pditya Nugraha Dimas. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu Il. Kementerian
Komunikasi Dan Informatika Ri Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011. Hal 17
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perundang-undangan. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilengkapi

dengan Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut:*3

1. Kilaster |
Program pengentasan kemiskinan Klaster | yang disebut dengan Bantuan Sosial
Terpadu Berbasis Keluarga, mencakup beberapa inisiatif antara lain Program
Jamkesmas, PKH, Raskin, dan Program BSM. Tujuan utama Klaster | adalah untuk
menjamin hak-hak dasar, meringankan kesulitan hidup, dan meningkatkan kualitas
hidup individu dalam komunitas miskin secara keseluruhan. Program ini secara
khusus berfokus pada pemenuhan kebutuhan penting seperti pendidikan,
kesehatan, nutrisi, sanitasi, dan akses terhadap air bersih bagi mereka yang hidup
dalam kemiskinan. mencakup layanan penting yang terkait dengan hak-hak dasar,
termasuk hak atas pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sanitasi. Penerima
manfaat Klaster | adalah individu yang berada dalam situasi yang sangat dirugikan.
2. Kilaster Il
PNPM didedikasikan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan
masyarakat. Kelompok program ini bertujuan memberdayakan seseorang yang
hidup dalam kemiskinan dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang
mereka miliki. Ciri-ciri utama dari program-program ini mencakup penguatan
kelembagaan masyarakat, peningkatan pengelolaan mandiri dan kegiatan
kelompok, serta pengembangan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif
pemberdayaan masyarakat dilaksanakan baik di perkotaan maupun pedesaan,
dengan fokus pada sektor dan wilayah tertinggal. Dengan menyesuaikan program

dengan kebutuhan spesifik berbagai sektor dalam suatu masyarakat, tujuannya

3 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku
Pegangan Resmi TKPK Daerah. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011. Hal 1 dan
2
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adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin. Program ini menyasar
individu-individu yang tergolong miskin, namun masih memiliki potensi yang
belum tergali meski memiliki keterbatasan.

Klaster 1

Klaster Il ialah kategori program penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada
pemberdayaan usaha mikro dan kecil, termasuk Program KUR. Tujuannya
memberikan akses serta penguatan ekonomi kepada pelaku usaha dalam skala
mikro dan kecil. Bantuan keuangan atau modal pada skala mikro di dalam klaster
ini melibatkan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha, peningkatan
kemandirian usaha, dan pemberian akses pasar. Klaster 111 memberikan dukungan
berupa pendanaan atau permodalan, akses permodalan, strategi pemasaran produk,
pelatihan, peningkatan keterampilan, serta manajemen usaha. Kelompok
masyarakat yang berdekatan dengan kondisi masyarakat miskin dan terlibat dalam
usaha kecil, serta masyarakat miskin yang belum terlibat dalam kegiatan ekonomi,

menjadi penerima manfaat dari klaster ini.*

2.6 PKH (Program Keluarga Harapan)

PKH vyaitu suatu inisiatif perlindungan sosial yang memberikan dukungan

mencakup bantuan uang non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Anggota

masyarakat yang termasuk dalam program PKH akan mendapatkan manfaat berupa

bantuan dengan syarat mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dengan tingkat kehadiran

yang ditentukan, menjalani pemeriksaan kesehatan, serta memberikan perhatian khusus

terhadap asupan gizi serta pola hidup sehat bagi anak-anak serts ibu hamil. Tujuan dari

PKH yaitu mengurangi jumlah masyarakat yang berada dalam lingkaran kemiskinan,

44 Aditya Nugraha Dimas. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu Il. Kementerian

Komunikasi Dan Informatika Ri Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011. Hal 18
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menaikkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku yang tidak memberikan kontribusi
terhadap  peningkatan  kesejahteraan  kelompok  masyarakat yang  paling
miskin.**Masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari PKH memiliki hak dan
tanggung jawab diberikan dalam kerangka program perlindungan sosial, terutama terfokus

pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hak KPM:

1. Keluarga Penerima Manfaat PKH memperoleh bantuan sosial

2. Mendapatkan pendampingan sosial program

3. Menerima pelayanan, di berikan fasilitas, mencakup fasilitas kesehatan,
pendidikan serta kesejahteraan sosial

4. Program menyediakan bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan,

subsidi energi, ekonomi, perumahan, serta terpenuhinya kebutuhan dasar.*®

Kewajiban KPM PKH sesuai pedoman pelaksaan PKH Tahun 2020 sebagai

berikut:

45 Syaukani. 2023. Analisis Magqasid Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Dalam Program Keluarga
Harapan. Jurnal Ameena Journal Vol.1 No.3. Hal 227
46 peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 6
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Tabel 2 Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Komponen Kriteria Kewajiban

Harus melakukan
pemeriksaan kesehatan di
fasilitas atau layanan
kesehatan sesuai protokol
kesehatan. Serta wajib
Kesehatan berpartisipasi dalam
kegiatan pembelajaran
dengan tingkat kehadiran
setidaknya 85% dari
jumlah hari belajar efektif.

Ibu hamil, Nifas serta
Menyusui

Anak usia dini yakni 0-6
Tahun

Harus hadir dalam kegiatan
pembelajaran dengan

¢ g tingkat kehadiran min.
Pendidikan Anak usi sekolah wajib

belajar 12 tahun 85% dari total hari belajar
efektif.

Lanjut usia min. 70 tahun | Harus berpartisipasi dalam
kegiatan di sektor
kesejahteraan sosial sesuai

Kesehatan b dengan kebutuhan, yang
g:zandang N dilaksanakan min. satu kali

dalam setahun.

Sumber: Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 7

Direktur Pelayanan Kesejahteraan Keluarga menetapkan data penerima PKH
sesuai kriteria kelayakan yang telah ditentukan. PKH memberikan bantuan keuangan
kepada individu, keluarga, ataupun masyarakat miskin yang ditetapkan sebagai KPM oleh
Direktur Kesejahteraan Keluarga. Prosedur pengalokasian bantuan sosial ditentukan oleh

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan dilaksanakan secara bertahap
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setiap tahun dalam rangka anggaran.*’Kriteria penerima bantuan Program Keluarga

Harpan sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Penerima Bantuan PKH Tahun 2022

Komponen Kriteria

1. Ibu hamil dan menyusm
Kesehatan T

2. Anak usia dimi 0-6 Tahun

1. Siswa SD ataupun sederajat

2. Siswa SMP ataupun sederajat
Pendidikan

3. Siswa SMA ataupun sederajat

4. Anak berusia 6-21 tahun yang
belum menyelesaikan wajib
belajar 12 Tahun

1. Lansia mulai dari 70 tahun

Kesehatan Sosial ——
2. Penyandang disabilitas terutama

disabilitas berat

Sumber: : Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 5

Bantaun sosial PKH pada 2022 dianggarkan untuk 10 juta keluarga penerima
manfaat. PKH didanai APBN, anggaran pendapatan provinsi, kabupaten, serta kota, serta
sumber pendanaan lain yang bersifat peraturan perundang-undangan serta non peraturan
perundang-undangan.*®Bantuan tersebut disalurkan dalam waktu satu tahun yaitu

dilakukan per empat bulan yaitu bulan Januari, April, Juli, serta Oktober.

47 Aeda Nur, Jannah Riadul. 2022. Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten
Lombok Barat. Jurnal EKONOBIS Vol.8 No.1. Hal 174

48 peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 57
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Tabel 4 Besaran Bantuan PKH

Kriteria Besaran Bantuan

Tbu Hamil atau Nifas Rp. 3.000.000
Anak usi dini 0-6 Tahun Rp. 3.000.000
Anak SD/Sederajat Rp. 900.000

Anak SMP/Sederajat Rp. 1.500.000
Anak SMA/Sederajat Rp. 2.000.000
Lansia 70 tahun keatas Rp. 2.400,000
Disabilitas Rp. 2.400.000

Sumberr:https://indonesiabaik.id/infografis/pkh-hadir-bantu-masyarakat-di-tengah
pandemi#:~:text=Lebih%20rinci%2C%20besaran%20P KH%20untuk%20ibu%20hamil
%20adalah,lansia%20usia%2070%20tahun%?20ke%20atas%20Rp3.000.000%20pertahu
n. Diakses 16 Oktober 2023

Kementerian Sosial telah mengatur pembatasan penerimaan bantuan sosial PKH
untuk keluarga yang mencakup ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, atau pelajar. Ini
sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam SK Direktur Kesejahteraan Sosial Keluarga
mengenai indeks bantuan sosial. Penghitungan bantuan sosial dapat mencakup hingga
empat individu dalam satu keluarga. Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap
dalam periode satu tahun anggaran, mengikuti skema yang telah ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bantuan dari PKH disalurkan dalam bentuk
non tunai dan dapat diambil melalui KKS ataupun buku tabungan.**Pelaksanaan PKH

terdisi dari beberapa tahapan, tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan
Pada tahap perencanaan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dipakai
untuk menentukan lokasi serta jumlah calon KPM).

2. Pertemuan Awal dan Validasi

49 Dwi Santoso Imam. 2023. Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam
Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Tahun
2022). Skripsi Sarjana. Universitas Lampung. Diakases pada tanggal 16 Oktober 2023. Hal 25.
http://digilib.unila.ac.id/72734/
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Pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi agar masyarakat KPM memahami
PKH serta siap menerima program dalam pertemuan awal.

. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Melalui pemutakhiran dan verifikasi data calon penerima manfaat sesuai dengan
kriteria kelayakan, Badan Kesejahteraan Keluarga mengidentifikasi data PKM
PKH yang ada.

. Penyaluran Bantuan sosial

Bantuan sosial PKH disalurkan dalam bentuk pembayaran non tunai kepada
individu, keluarga, atau masyarakat miskin tertentu melalui Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS). Rencana penyaluran bantuan sosial ini ditetapkan Direktur
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan dilaksanakan bertahap selama

1tahun anggaran berjalan.

. Pemutakhiran Data

Tujuan pemutakhiran data ialah mendapatkan situasi terkini anggota KPM PKH,
termasuk perubahan status kelayakan, perubahan nama pengurus, perubahan

institusi kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan kondisi sosial ekonomi.

. Verifikasi Komitmen

Pelaksanaan PKH harus memverifikasi pendaftaran seluruh anggota Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), memastikan kehadiran secara teratur, dan memastikan
bahwa mereka dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Pendamping menggunakan aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran peserta
dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

. Pendampingan

Koordinator sosial PKH memberikan pendampingan kepada penerima manfaat

melalui pertemuan kelompok (PK).
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8. Transformasi Kepesertaan
Proses sertifikasi ulang, yang mencakup pengumpulan data dan penilaian status
sosial ekonomi, merupakan tahap akhir dalam keluarga penerima manfaat (KPM).
Partisipasi dalam program dibatasi selama enam tahun, dengan harapan bahwa
selama periode tersebut akan terjadi perubahan perilaku keluarga penerima
manfaat terkait dengan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan terjadi

peningkatan dalam status ekonomi.

Dalam kategori program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan
pendekatan perlindungan sosial dan bantuan, fokus utama adalah pelaksanaan hak-hak
dasar. Hak-hak dasar yang paling krusial mencakup hak atas pangan, pendidikan, layanan
kesehatan, pekerjaan, serta akses air bersih serta sanitasi. Program pengentasan
kemiskinan yang berfokus ke bantuan serta perlindungan sosial ditujukan untuk kelompok
miskin, bukan sebab rentannya kondisi masyarakat miskin, namun sebba belum mampu

secara mandiri menjalankan hak-hak dasar tersebut.
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